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Revisi UU ASN

Komisi Il Siapkan Lembaga Pengawas

KETUA Komisi IT DPR Rifgi-
nizamy Karsayuda menghormati
putusan Mahkamah Konsitusi
(MEK) soal permohonan uji mate-
riil Undang-Undang (UU) Nomor
20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (ASN). Putusan MK
sebagai masukan penting dalam
pemnbahasan Revisi UU ASN.
Ketua Komisi 1T DPR Rifigin-
izamy Karsayuda mengatakan, re-
visi UU ASN sudah masuk dalam
Program Legislasi Nasional (Pro-
legnas) Prioritas 2025, Sejak
dihapusnya Komisi Aparatur
Sipil Negara (KASN) pada 2024,
[ungsi pengawasan dan pembi-
naan lerhadap merit sistem dalam
birokrasi dijalankan oleh Badan
Kepegawatan Negara (BKN).
*Jadi perlu dibentuk lem-
baga independen baru yang
berfungsi secara otonom untuk
memastikan seluruh proses mu-
lai pengangkatan, mutast, rotasi,
demosi, promosi, sampai pem-
berhentian ASN dapat dilakukan
dengan baik,” ujar Rifi sapaan
akrabmya, Sabtu (18/10/2025).
Diketahui, MK mengabulkan
schagian gugatan uji materiil
UU Nomor 20 Tabun 2023 ten-
tang ASN. Gugatan diajukan
Perkumpulan untuk Pemilu dan
Demokrasi (Pertudem), Komite
Pemantauan Pelaksanaan Oto-
nomi Daerah, dan Indonesta Cor-
ruption Watch (ICW) pada Kamis

(16/1012025). Dalam putusannya, 3
MK meminta Pemeriniah mem- 8
bual lembaga independen untwk
mengawasi ASN paling lambal o
2 tahun. Hal ini setelah KASN

dibubarkan pada 2024.

Rifyt melanjutkan, Komisi 1T
DPR bersama Badan Keahlian
DPR melakukan Kajian secara
mendalam terkait dua hal penting
dalam revisi UUASN. Pertama,
memastikan sistem merilokrasi
diterapkan secara merata di selu-
ruh [ndonesia tanpa kesenjangan
antara ASN pusat dan dacrah:
Kedug, menjamin kesetaraan
kesempatan bagi seluruh ASN
khususnya untuk menduduki
jabatan di kementerian, lembagg,
maupun Pemerintahan Dacrah
(Pernda).

Komisi 1T DPR berkomil-
men agar niat baik dalam men-
jaga profesionalitas ASN sejalan
dengan semangal putusan ME.
Utamanya untuk mencegah poli-
tisasi birokrasi menjelang Pe-
milu maupun Pilkada. "Schingga
niat baik Komisi [ DPR dengan
kehendak putusan MK ini memi-
liki keinginan yang sama,” harap
Politikus Nasdem ini.

Wakil Ketua Komisi II DPR
Dede Yusul menambahkan, lem-
baga independen yang menga-
wasi ASN ke depannya harus
memiliki tugas pukok dan fungsi
(tupoksi) yang jelas dan sesnai

Rifginizamy Karsayuda

harapan. Termasuk harus bertang-
gunyg jawah kepada siapa. “Soal-
nya dulu banyak lembaga atau
badan-badan pengawas dibentuk,
(aapi tupoksinya tidak jalan sesuai
harapan," tandasnya, kemarin,

Dede mengatakan, setelah
[ungsi KASN ditiadakan pada
2024, maka pembagian tugas
pengawasan ASN dibagi ke be-
berapa lembaga. Yaitu Badan
Kepegawaian Negara (BKN)
dan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Refor-
masi Birokrasi (KemenpanRE).
BKN bertugas sebagai operator
pengangkalan, pencmpatan, dan
pemberhentian,

Sedangkan KemenPAN/RB
sebagai regulator kebijakan
strategi reformasi birokrasi, pe-
ningkatan karier dan kompelensi.

" Juga Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) sebagai pembinaan
dan pengawasan ASN, ulamanya
yang diternpatkan di daerah,” se-
but politikus Demokrat ini

Berbeda, Anggota Komisi 11
DPR Ahmad Irawan menilai, pu-
tusan MK yang meminta Pemerin-
tahmembentuk lembaga pengawas
independen ASN lidak tepat, Bah-
kan seolali-olah mendikle kinerja
Presiden Prabowo Subianio, "Pu-
tusant MK it menjurus ke ‘abusive
Judicial review" (penyalahgunaan
dan peninjauan kembali)," kritik
[rawan dalam keterangarmya,
Jumal (17/10/2025).

Irawan bilang, pemegang ke-
kuasaan di pemerintahan adalah
presiden sehagaimana dimaksud
i diawr Pasal 4 ayat (1) UUD
1945. DPR sejak awal memahami
mandat atau delegasi kewenangan
Presiden mau dilefakkan di BKN
atau KemenpanRE alau memben-
fuk lembaga pengawas. Seperti
komisi aparatur yang merupakan
otoritas dan kewenangan penuh
Presiden.

"Jadi politik konstitusional
bergantung pada Presiden dan
DPR," tegas politikus Golkar ini.
Termasuk, membentuk lembaga
negara baru yang bersifat peleng-
kap. Hal i harus berdasar kese-
pakatan Pemerintah dan DPR.

Dia menambahkan, logika
konstitusional yang dibangun

MK bahwa pembuat kebijakan,
pelaksana kebijakan dan penga-
was kebijakan harus diemban
olehlembaga yang berbeda akan
membuat penataan kelembagaan
negara menjadi problematik,
Terlebih sebelumnya, lembaga
independen pengawas ASN yang
bernama Komisi Aparatur Sipil
Negara (KASN) telah dibubar-
kan pada 26 September 2023,
Pembubaran itu melalui revisi
Unding-Undang Nomor § Tahun
2014 tentang ASN, karena diang-
pap tidak bekerja secara efek(l.
"Jadi penghapusan atau per-
ampingan lembaga merupakan
langkath yang wajar, terutamia jika
dimaksudkan untuk efisiensi dan
peningkatan kinerja," kata dia
Sementara, Menteri Sekretaris
Negara (Mensesneg) Prasetyo
Hadi menghomati putusan MK.
Pemerintah akan mempelajari pu-
tusan tersebul selelah menerima
salinan putusan dari MK, "Tapi,
kami belum menerima salinan
putusan dari MK, kata Prasetyo
di Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Prasctyo menilai, peraturan baru
i memuat semangat positif, Sebab
akanada pengawasan terhedap ASN
derni menciptakan pelayanan terbaik
uniuk masyarakat. "Kita memang
menghendaki ASN kita menjalan-
kan tugas dengan sebaik-baiknya,
semua bekerja untuk kepentingan
masyarakal,” katanya. BTIF
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